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BUPATI DHARMASRAYA

PROVINSI SUMATERA BARAT

L —_"
- cad

KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR : 188.45/ 204 / KPTS-BUP/ 2022

TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN

Menimbang

Mengingat

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2022

BUPATI DHARMASRAYA,

a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan keterbukaan

informasi kepada masyarakat serta guna mengoptimalkan
pengawasan publik terhadap penyelenggaraan
pemerintahan di Kabupaten Dharmasraya, perlu ditetapkan
informasi yang dikecualikan di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Dharmasraya;

 bahwa berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang

Nomor 14 tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi
Publik menyatakan bahwa Badan Publik berhak menolak
memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

_ bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Daftar Informasi publik yang Dikecualikan
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun
2022.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok
Sclatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi
Sumatera Barat,;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik;



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIOA

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Dacrah scbagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2020 tentang Cipta Kerja;

Tahun 2010 tentang
14 Tahun 2008

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
tentang Keterbukaan Informasi Publik;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017
tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri

dan Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang
Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 Tentang
Pengklasifikasian Informasi Publik;

8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang
Standar Layanan Informasi Publik;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat
Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan Daftar Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, sebagaimana tercantum
dalam Lampiran.

Daftar Informasi publik yang dikecualikan sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU, dilakukan berdasarkan
pengklasifikasian informasi yang dilakukan oleh Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten
Dharmasraya yang telah melalui proses Pengujian Konsekuensi
secara scksama dan penuh ketelitian sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Daftar Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022 diumumkan pada
www.ppid.dharmasrayakab.go.id sebagai halaman resmi Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Dharmasraya.



Segala bava yang ditmbulkan sebagai akibat ditetapkannya

AEEMPAT
keputusan imi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Dacrah Kabupaten Dharmasraya
NELIMA Keputusan m mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 3 Aeus tf 2022
ATI DHARMASRAYA,
Tembusan, disampaskan kepada Yth -

Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;
Inspektur Dacrah Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung:
Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;

Yang bersangkutan di tempat.

?PM-—.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAY A

NOMOR TAHUN 2022
TANGGAL 3 M 2022
TENTANG PENETAPAN DAFTAR I

“FORMASI PUBLIK DIKECUALIKAN Dt
LINGKUNGAN PEMERINTAH KAB! pATEN DHAR\!A-SRH: >

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

KONSEKLUENS]
_ . BATAS WAKTU
NO RINGKASAN ISI INFORMASI INSTANSI DASAR HUKUM PENGECUALIAN
LIA! AKIBAT BILA DIBLKA | AKIBAT BILA DITLTLP
() (2) (3) (4) (5 f1
l
Imemet  Protocol TP Adress

Private. Bandwi
Management. Sistem Management Database

Dinas Komunikasi dan Informatka | Undang-undang No. 11 Tahun 2008 (entang] Sclama masih digunakan
Informasi dan Transaksi Elektromk

Tindahan knmmal pengrusahan Melindung

mengaman.an
dan pencunan data

Data usulan pengangkatan PNS dalam jabatan| Badan

Kepegawaian

dujUndnng—undang No. 14 Tahun 2008 tentang| Sampai hasil Baperjakag Merugihan Proses Pemvusunan Menjaga [khm  kondusif
Dav

perangkat sera data

struktural  dan  notulasi  hasil  rapat  Badan| Pengembangan  Sumber Keterbukaan Infromas: Publik, pasal 17 huruf| ditindaklanjut kebijakan/ menghambag Lngkungan henja
Perumbangan Jabatan dan Kepanghatan| Manusia hdan1 kesuksesan  kebijakan  har
(Bapenakar) adanva pengungkapan  sec
prematur
3 ldenutas ASN vang clanggar disiphn dan dalam)|
proses dijatuh: hukuman Badan Kepegawaian danf Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Sampai diterbitkan| Mengunghkap rahasia pnbad: ASM Meindung data pribadi ASN]
Pengembangan  Sumber  Dava keterbukaan informasi publik. pasal 17 huruf h | Keputusan Bupati vang bersifat rahasia vang bersifat rahasia
Manusia
4
Biodata clektronk dan non clektronik  PNS| Badan Kepegawaian dan| Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang] Tidak terbatas Mengungkap rahasia pnbadi ASN| Melmndung: data pnbadi ASN|
(databasc) Pengembangan  Sumber  Dayal keterbukaan informasi publik. 1 vang bersifat rahasia vang bersifal rahasia
Manusia
; . adan Kepegawaian dan{ |. Undang-undang No 43 tahun 1999 tentan, IMengungkap rahasia pnbadi ASN[Melindung) data pnbadi ASN
& |Pemeriie Eicge AT Pengembangan ~ Sumber  Day kepegawaian I (satu) Tabum pang bersifat rahasia hang bersifal rahasia
Manusia 2 Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentan
Keterbukaan Infromasi Publik, pasal 17
huruf 1
6. | Data rencana penempatan CPNS/PNS Badan Kepegawaian Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Sampai dengan Dapat disalahgunakan olch pihal Mencegah Kolus:
Pengembangan  Sumber  Daya keterbukaan informas: publik, penverahan SK lertentu
Manusia
Data hasil tes potensi/kompetensi PNS/Pejabat IBadan Kcpcgawaian dan indang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Sampai diterbitkan emmbulkan Penilaian vang udak[Melindung: data pribadi ASN
7. Pengembangan Sumber Dava erbukaan informasi publik pasal 17 Keputusan Bupats aik hang bersifal rahasia
Manusia
Soal Test CPNS lUU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi [Sampar dengan al disalahgunaskan schingga [Mencegah KRN
8. Publik pasal 17 huruf pengumuman hasil cnmimbulkan keresahan
Dafiar Pejabat yanga akan dilantik (Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang  [Sclama proses penctapan [Mengganggu proses pemusunan _[Men gamankan proses
9. keterbukaan informasi publik, SK sampai dengan mula kebijakan karena ada penyusunan kebyakan
berlakunya SK/ Pelantikan vang mendahulu
I Undang-undang No. |5 tahun 2004 tentan st
10. Surat Penanggungjawaban keuangan (SPJ) beseriafSeluruh OPD

lampirannya

Perbendaharaan Negara
keuangan Negara

17

2 Undang-undang No 17 tahun 2003 (entan

3 Undang-undang No 14 Tahun 2008 pasal

Tidak terbatas Dapat disalahgunakan olch pihald Meclindung) dan mengurang

tertentu




RONSERL ENS)

—ae . BATAS WAKTU
NO RINGRASAN ISTINFORMASI DASAR HUKUM AS W _
INSTANSI PENGECUALIAN AKIBAT BILA DIBUKA | ARIBAT BILA DATLTLP
) 3) 4) (&1} ‘

4 Undang-undang No 43 Tahun 2009 tentan
kearsipan, pasal 44 avat (Idan 2)

1. | Hasd rekam modik PNS/ Poabat RSUD | Undang-undang No 14 Tabun 2008 Trdak terbatas Mengunghap data prbads PNY Melmdung: daa pribad PAS
17 vang bersifat rahasia vang bersifa rahasa
2 Undang-undang No 36 Tahun 1t
keschatan
1z Proses scrufibas mutu dan up mutu dan ummuJ Dinas Pangan Dan Perikanan Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Sctclah proscs sclesa Dapat  mengganggu  prosed Tidak  dapat  menggangpd

dan pupul keterbukaan informasi publik pasal |7 huruf' b analisis mutu analimss mutc
U sulan Pelcpasan \ Baru .
13 e Dinas Pangan Dan Perikanan Undang-undang No 14 Tahun 2008 ientang Sctclah proscs dilepas Kemungkman bisa dilepas
keterbukaan informas: publik pasal 17 hurul b lain
14 Usulan Serufikas: Kebun Dinas Pertanian Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Setclah Senfikat Keluar | Dapat MCNEEANEEU  Proscs

keterbukaan informas: publik pasal | 7 huruf b

scrufikasi

| Perpres RI No 54 Tahun 2010 tentan

1% Rmcian Harga Perburaan Sendin (HPS) Bagan pengadaan barang dan jasa Pengadaan Barang/jasa Pemenntah Sampa dikctahuy Dapat  menghamabat  proses Memperlancar
2 Undang-undang No 14 Tahun 2008 icniang PEMenangnya penvusunan  kebyakan didsdang pemusunan.
keterbukaan informasi publik pasal 17 huru pengadaan barang jasa dibudang
b. 1dan) barang jasa
| Undang-undang No 22 tahun 2009 tctan
16 |identias wayib up KIR Dinas perhubungan LLAJ 1 Tidak terbatas Diumanfaatkan olch pihak vang
2 Permenhub 133 Tahun 2015 tentang PBKB tidek berkomporen
j» | Hasi Detal Enginenng Design (DED) Dinas  pekenaan  umum  danf Perpres No 16 Tahun 2018 tentang I'u'um:T!lihnl Tahun Menghambat
Penataan Ruang pengadaan barang/jasa kebijakan karcna adam
pengunghapan sccara prematur
18 Seluruh OPD Perpres No 12 Tahun 2017 tenlang Tiwdak Ada Batas Waktu | Bocomyva Rahasia Negara kg Kerahasiaan Negans Tonaga

Laporan Hasil Pengaw asan (LHP)

dan pengawasan Penvelenggaraan Pemen
Dacrah pada BAB |V Tata cara Punbmun
ngl\\ls.ll Pﬂl\
Dacrah bagian kelima Laporan hls&l
23 mat (1)

laporan hasil pengawasan dan C
kepada pimpinan instans) masing-masing scsua

rahasia udak boleh dibuka kepada publik
udak bolch diberikan hepada publik kecual
diketentuan lain _ Sesuai_dengan hetent

Pubhik




TR KONSEKUENS]
NO RINGKASAN ISI INFORMASI INSTANSI DASAR HUKUM PENGECUALIAN :
AKIBAT BILA DIBUKA AKIBAT BILADITLTL P
(1 (2) (3) (4 (5) (6)
peraturan perundang-undangan
19.  (Penanganan kasus-kasus Pelanggaran Peratur Pasal 322 avat | dan 2 KUHP Tidak Ada Batas Waktu | Melanggar Dasar Hukum Kerahasiaan terjaga
Decrah dan Peraturan kePala Dacrah oleh Penyid '
PNS
o § 5
20. Sistem  Pengclolaan Kecuangan dan Dmblﬂ Badan Kcuangan Dacrah l II::::;:I:EL:CS' ;T:nh o SNE0R Mot Tiap Bulan Mengungkapkan daia keuangan Menjaga kerahasinang
p : : -
engelolaan Keuangan 2 Perda No 12 Tahun 2019 Teniang APBD) pada uap-tiap OPD :«)e;;ngmg pada  Lap-liap
Tahun 2020
3 Perda No & Tahun 2019 tentang Perubahan
APBD Tahun 2019
Proses pengajuan pendafaran Hak Asasi Kchay aan I UU No 7/ 1994 tentang Pengesah ; :
1. Intelektual (HAKI) Agreement Establishing The World Trad Tiap Bulan ;\v{cnlg:ngll‘ﬁl;rqdala harta ‘\ani Terlindung) dan pemenksaan
Organizaton (WTO) el
2 _UU No 14/1997 tentang hak cipta
I PP No 11/2017 tentang K.
11, Identtas pegawm yang melanggar disiplin dalany 2 UU o.‘io wzoc:'u ﬁmuncpcgg.;.;::?buka Sampa turunnyy Dapat mengganggu Objckuvitag Menjaga Objektivitas Putusan
proses dyatuhi hukuman disiphin karena  undal] Informasi Publik pasal 17 huruf a dan huruf Peiatuban hukuman{ putusan yang akan dijatuhkan
pidana Korupsi kasus dan Indisipliner h disiplin
13. [ Data Pnbadi khien bantuan hukum UU No  14/2008 rtentang Kclcrbulsm{ Tidak terbatas Pelanggaran HAM (terkait azag Melindungi hak privasi
Informasi Publik pasal 17 huruf ) praduga tak bersalah)
24, |ldenutas Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Undang-undang No 14 Tahun 2008 lmmJ Sampai dengan) Mengungkap  rahasia  pribad{ Melindungi hak pribadi
keterbukaan informas: publik pasal 17 huruf h pengesahan peraturany tentang  Kcuangan  dan  Asct
angha 3 perundang-undangan yan, sescorang
mengatumya
28. | Data Penderita HIV/AIDS Dinas Keschatan Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008 Huruf h dan j | Atas yjin ynnJ Potensi menimbulkan kerawanan{ Scbagar analisis  kebyak
bersangkutan atau kekawatiran masy arakat daerah
26.  |Data Indentias pensandang masalah km_plhlcruﬂ Dinas Sosial Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Tidak terbatas  (kecual Mengungkap data pribadi vang Mclindungs data pribadi yan
sosial (PMKS) keterbukaan informasi publik pasal 17 hurufh | atas 1zin tertulis PMKS) | bersifat rahasia bersifat rahasia d
mempermudah  penangan
rmasalahan yang dihadap |
17 |Informasi pencnma Dana Hibah Pana Politikf Kantor Kesbangpol Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Tidak terbatas
Kabupaten Dharmasra a keterbukaan informasi publik pasal 17 huruf h
18, Informasi tentany data nama pengikut sjaran Nq;nr* Kantor Kesbangpol Undang-undang No 14  Tahun 2004 Atas yin yang
Islam tentangketerbukaan informasi publik pasal | bersangkutan '
huru( h




RONSERT NS

NO RINGKASAN ISI INFORMAS| INSTANSY DASAR HUKUM BATAS WAKTL
‘ FPENGECUALIAN 1™ AKIBAT BILA UBUKA | ARIRAT BIL2 SETCTCS
i (2) (3] (4) (S
29. Informasi jumlah pengaduan masy araka Dinas Lingkungan Hidup Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang] Tidak terbatas
keterbukaan informas: publik pasal |7 hurufh
30. |Informas: jumish usaha dan/atau kegiatan vang telahf Dinas Lingkungan Hidup Undang-undang No 14 Tahun 2008 ientangd Tidak terbatas
diterbithan 12n lingkungan dan 1zin RPPLH-m keterbukaan nformas: publik pasal |7 hurulh
oleh Pemenntiah Dacrah 1
31. | Data hasil pemenksaan keschatan mdmdu.keluargJ Dinas Keschatan Undang-undang No 14 Tahun 2008 lemm* Atas yin vang
dan mas\ arahat keterbukaan informasi publik pasal |7 hurufh_| bersangkutan
31. | Data status keschatan keluarga Dinas Kesehatan Undang-undang No 14 Tahun 2008 Atas yin lang
tentangheterbukaan informasi publik pasal |7 bersangkutan
huruf h
33 Hasil pemenksaan sampel depot air minum dan| Dinas Keschatan Undang-undang No 14 Tahun 2008 Atas 1yin van,
suney kualitas air minum rumah tangga tentangketerbukaan informasi publik pasal |7 bersangkutan
hurul h
| P RI No 54 Tahun 2010 tentan,
34 Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa Pemenntah | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pz'::m Bl:ngfjm P:mm:nmm Sampai proses  selesa| Bertentangan dengan  pnnsip{ Melshsanshan
2 Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang diketahu pemenangnya  |prninsip  pengadaan  dan nﬂb&mm&a scsun  demg
keterbukaan informasi publik pasal 17 huru pengadaan PANSI-pAnsD pCagalas o
b, 1dan cuha peneadaan
gs. [N Ieei ol Sy e Ny sk Dinas kependudukan dan catatan| Undang-undang No

sipil

14 Tahun 2008 lcnmi Tidak terbatas
keterbukaan informasi publik pasal 17 hurufh

bersifat rahasia

Mengungkap rahasia pnbad: van

Melmdung: dxa prbah

BUPATI DHARMASRAYA,

4

—t

v
KERAJAAN. S E
ik




